BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1499, 2019 KEMENKEU. Pemerintah Pusat Pemerintah

Daerah. Kepentingan Umum. Pembebasan Bea

Masuk. Impor Barang.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 /PMK.04/2019
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH
YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea
masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan
umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 163/PMK.04 /2007 tentang Pemberian
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
Ditujukan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang
Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
Ditujukan untuk Kepentingan Umum,;

bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan
pelayanan dalam pemberian pembebasan bea masuk atas
impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah

daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum melalui
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Mengingat

Menetapkan

penyederhanaan prosedur kepabeanan, perlu melakukan
penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor
Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH
PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan
negara dan/atau kepentingan masyarakat yang tidak
mengutamakan kepentingan di bidang keuangan.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
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Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Hibah adalah pemberian/bantuan barang secara cuma-
cuma tanpa syarat pembayaran dari pemberi dan/atau
pengirim tertentu kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Pihak Ketiga adalah badan usaha yang melakukan
kontrak kerjasama dengan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem
integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik

dan berbasis web.

Pasal 2
Atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan
Umum dapat diberikan pembebasan bea masuk.
Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) juga dapat diberikan atas:
a. impor barang melalui tempat penimbunan berikat,
kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas;
b. pemindahtanganan barang impor yang telah
mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima

pembebasan bea masuk; atau
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c. penyelesaian barang impor sementara dengan

dihibahkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan:

a.

(1)

(2)

(3)

pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

Hibah.

Pasal 4

Untuk  mendapatkan  pembebasan bea = masuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga

mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Contoh format surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 yang merupakan pembelian yang dibiayai dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit harus dilampiri dengan:

a. fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
atau dokumen yang sejenis dengan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa
pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas
barang yang dimintakan pembebasan bea masuk,

tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak
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dalam rangka impor; dan

c. fotokopi perjanjian atau kontrak pengadaan barang
dengan Pihak Ketiga yang menyebutkan bahwa
harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan
barang tidak meliputi pembayaran bea masuk
dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal
pengadaan barang menggunakan Pihak Ketiga.

Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 yang merupakan Hibah, permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus

dilampiri dengan:

a. fotokopi surat keterangan dari pemberi Hibah
berupa gift certificate atau memorandum of
understanding, yang menyatakan bahwa barang
untuk Kepentingan Umum tersebut merupakan
Hibah yang diberikan langsung kepada Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

b. fotokopi dokumen = persetujuan Hibah  dari
Pemerintah Pusat, dalam hal barang impor
merupakan Hibah dari luar negeri yang ditujukan
kepada Pemerintah Daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b ditandatangani oleh:

a. pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna
anggaran; atau

b. pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau
pimpinan tinggi pratama,

dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

diajukan oleh Pihak Ketiga, ditandatangani oleh

pimpinan dari Pihak Ketiga dan dilampiri dengan
perjanjian atau kontrak pengadaan barang antara

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan Pihak

Ketiga.
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